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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUBAN

Memeriksa  dan  mengadili  perkara  perdata  agama  pada  tingkat

pertama  dalam  sidang  majelis  yang  dilangsungkan  secara  elektronik telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 3523131202810003, tempat tanggal lahir Tuban, 12 Februari

1981 umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

SAKSI 2, tempat kediaman di xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

xxxxx  xxxxx  xxxx,  xxx  xx,  xxx  xx,  Kecamatan  Merakurak,

xxxxxxxxx  xxxxxxxxx,  xxxxxxxxx  xxxxx   Dalam  hal  ini

memberikan kuasa kepada SHODIKUN, S.H., M.H. dan HERI

SUBAGYO, SH advokat/penasehat hukum yang beralamat di

Jalan  Manalagi  I,  Nomor  9,  Kelurahan  Perbon,  Kecamatan

Tuban,  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx,  xxxxxxxxx  xxxxx,  berdasarkan

Surat  Kuasa  Khusus  Tanggal  07  Maret  2024,  dan  telah

terdaftar  pada Kepaniteraan Nomor 340/Adv/4/2024 Tanggal

17 April  2024 dalam hal ini menggunakan domisili  elektronik

dengan alamat email : , Pemohon;

Lawan

TERMOHON,  NIK , tempat tanggal lahir Tuban, 30 Juni 1993 umur 30 tahun,

agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxxx,

tempat  kediaman di  KABUPATEN TUBAN,  PROVINSI  JAWA

TIMUR,  sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang; 
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DUDUK PERKARA

    Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 17 April 2024 yang

didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Tuban,  Nomor

738/Pdt.G/2024/PA.Tbn, tanggal 17 April 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya

sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon pada tanggal telah melangsungkan

pernikahan  di  hadapan  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  xxxx  xxxxxxxxx,

xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Akta Nikah Nomor : 188/09/V/2010 tanggal 02 Mei

2010;  

2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah

pernah  melakukan  hubungan  layaknya  suami-istri  (ba'da  dukhul)

dikaruniai satu anak keturunan yaitu xxxxx umur 10 tahun;  

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal

dirumah  kediaman  bersama  di  rumah  orang  tua  Termohon  sekitar  10

tahun lalu pindah di kediaman bersama yang masih satu desa di xxxxxx

xxxxx  xxxxxxxxx  xxxxx,  xxxxx  xxxxx  xxxx,  xxx  xx,  xxx  xx,  Kecamatan

Merakurak;  

4. Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dengan Termohon harmonis

sebagaimana  orang  berumah tangga,  namun sekitar  bulan  April  tahun

2022  sering  terjadi  pertengkaran  terus-menerus  yang  sukar  untuk

didamaiakan antara Pemohon dan Termohon;  

5. Pertengkaran ini disebabkan karena : 

a. Termohon  yang  sering  kali  marah-marah  kepada  Pemohon  tanpa

alasan  yang  jelas,  berulang  kali  mengatakan  sudah  tidak  cinta  lagi

dengan Pemohon;  

b. Termohon  yang  setiapkali  dinasehati  oleh  Pemohon  selalu  saja

membantah dan berani melawan perintah pemohon malahan menyuruh

Pemohon untuk menceraikannya dan mengatakan jika Termohon mau

menikah dengan laki-laki yang Termohon cintai;  

6. Bahwa  akibat  dari  pertengkaran  yang  terus  menerus  tersebut,

puncaknya Termohon dan Pemohon pisah rumah dimana Pemohon pergi
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meninggalkan  kediaman  bersama  dan  tinggal  dirumah  saudaranya  di

Dusun  Sirep,  Desa  Sumberjo,  xxxx  xxxxxxxxx  sejak  saat  itu  antara

Pemohon dan Termohon sudah pisah sekitar 2 tahun;  

7. Bahwa  Pemohon  sudah  berusaha  untuk  bisa  mengatasi  dan

menyelesaikan  persoalan  ini,  baik  secara  pribadi  maupun  bersama

keluarga, namun hasilnya sia-sia saja;  

8. Bahwa atas  keadaan  yang  demikian  Pemohon sangat  menderita,

dan akhirnya setelah berunding  dengan keluarga Pemohon, dan karena 

tidak  mau  menderita  lebih  jauh  lagi  akhirnya  Pemohon  mengajukan

permohonan ijin Cerai Talak ke hadapan Majelis Hakim ini;  

9. Bahwa Pemohon siap mebayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

10. Bahwa sehubungan dengan hal  tersebut  diatas,  Pemohon mohon

kepada  Majelis  Hakim  Pemeriksa  perkara  ini  untuk  sudilah  berkenan

untuk  mengabulkan  permohonan  Pemohon  dengan  menjatuhkan

keputusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;  

2. Mengijinkan  Pemohon  untuk  menjatuhkan  talak  I  raj'i

Pemohon (xxxxx) kepada Termohon (xxxxx);  

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;  

       Atau apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain mohon putusan

yang seadil-adilnya; 

Bahwa  Pemohon  dalam  perkara  ini  memberi  kuasa  kepada

SHODIKUN, S.H., M.H. dan HERI SUBAGYO, SH, Advokat berkantor di Jalan

Manalagi  I,  Nomor  9,  Kelurahan  Perbon,  Kecamatan  Tuban,  xxxxxxxxx

xxxxxxxxx,  xxxxxxxxx  xxxxx,  berdasarkan  Surat  Kuasa  Khusus  tanggal  07

Maret 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil

materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi

kuasa hukum telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon

tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk

menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah,  meskipun berdasarkan Surat
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Panggilan (relaas) Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 19 April  2024 dan

Nomor  738/Pdt.G/2024/PA.Tbn  tanggal  26  April  2024  yang  dibacakan  di

persidangan, Termohon telah dipanggil  secara resmi dan patut  melalui  surat

tercatat  menggunakan  jasa  Ekspedisi  PT  Pos  Indonesia,  sedangkan  tidak

ternyata  bahwa  tidak  datangnya  Termohon  tersebut  disebabkan  oleh  suatu

alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak

bercerai  dengan Termohon  , tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya

untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa  upaya  perdamaian  dan  mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan

karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan; 

Bahwa  selanjutnya  pemeriksaan  perkara  dilakukan  dalam  sidang

tertutup  untuk  umum  dengan  terlebih  dahulu  dibacakan  surat  permohonan

Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena  Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah

hadir  di  persidangan,  maka jawaban  Termohon atas permohonan  Pemohon

tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil  Permohonannya,  Pemohon telah

mengajukan bukti berupa:

A.SURAT 

1. Fotokopi  Kutipan Akta Nikah,  188/09/V/2010 tanggal  02 Mei  2010

yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  KUA Merakurak,  bermeterai  cukup,  telah

dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda

P.1; 

2. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  PEMOHON,  NIK  ...,

yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

xxxxxxxxx  xxxxxxxxx,  bermeterai  cukup,  telah  dinazegelen  dan  cocok

dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2; 

B.SAKSI 

Saksi  1.  xxxxx,  di  bawah  sumpah  memberikan  keterangan  yang  pada

pokoknya sebagai berikut :
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 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon yang

sering  kali  marah-marah  kepada  Pemohon  tanpa  alasan  yang  jelas,

berulang kali mengatakan sudah tidak cinta lagi dengan Pemohon bahkan

Termohon yang setiapkali dinasehati oleh Pemohon selalu saja membantah

dan berani melawan perintah pemohon malahan menyuruh Pemohon untuk

menceraikannya dan mengatakan jika Termohon mau menikah dengan laki-

laki yang Termohon cintai;  

 Bahwa  antara  Pemohon  dan  Termohon  telah  berpisah  selama  2

(dua) tahun;

 Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak

lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;

 Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya,  tetapi

tidak berhasil;;

Saksi 2. xxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxx xxxx xx xx

xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, bertempat tinggal

di  Ddusun  Tlogo  Wuni  RT  04  RW  04  xxx  xx  xxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx

xxxxxxxxx di  bawah  sumpah  memberikan  keterangan  yang  pada  pokoknya

sebagai berikut :

 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon yang

sering  kali  marah-marah  kepada  Pemohon  tanpa  alasan  yang  jelas,

berulang kali mengatakan sudah tidak cinta lagi dengan Pemohon bahkan

Termohon yang setiapkali dinasehati oleh Pemohon selalu saja membantah

dan berani melawan perintah pemohon malahan menyuruh Pemohon untuk

menceraikannya dan mengatakan jika Termohon mau menikah dengan laki-

laki yang Termohon cintai;  
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 Bahwa  antara  Pemohon  dan  Termohon  telah  berpisah  selama  2

(dua) tahun;

 Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak

lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;

 Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya,  tetapi

tidak berhasil;;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana

tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua

hal  yang  termuat  dalam  berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tidak

terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dalam  perkara  ini  memberi  kuasa

kepada SHODIKUN, S.H., M.H. dan HERI SUBAGYO, SH, Advokat berkantor

di Jalan Manalagi I, Nomor 9, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, xxxxxxxxx

xxxxxxxxx,  xxxxxxxxx  xxxxx,  berdasarkan  Surat  Kuasa  Khusus  tanggal  07

Maret 2024;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)

Nomor  738/Pdt.G/2024/PA.Tbn  tanggal  19  April  2024  dan  Nomor

738/Pdt.G/2024/PA.Tbn  tanggal  26  April  2024  yang  dibacakan  di

persidangan,  Termohon  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

sedangkan  tidak  ternyata  bahwa  tidak  datangnya  Termohon  tersebut

disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu pemohonan tersebut

diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang,  bahwa Termohon yang dipanggil  secara resmi  dan patut

sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
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akan  tetapi  tidak  datang  menghadap  harus  dinyatakan  tidak  hadir  dan

permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat

dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Dalam Pokok Perkara 

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah

dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  jo.  Pasal  115  Kompilasi

Hukum  Islam,  Majelis  Hakim  pada  setiap  kali  persidangan  telah  berusaha

semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina

rumah  tangga  dengan  rukun  dan  harmonis  akan  tetapi  tidak  berhasil,  oleh

karena itu perkara ini harus segera diputuskan;  

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Termohon  tidak  pernah  datang

menghadap  meskipun telah  dipanggil  secara  resmi  dan patut,  maka  sesuai

Pasal  4  angka (2)  huruf  b  Peraturan Mahkamah Agung Republik  Indonesia

Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan,  perkara  ini

termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Analisis Pembuktian 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu

putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang

berdasarkan  hukum  dan  beralasan,  oleh  karena  itu  majelis  membebani

Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  permohonannya,

Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai

cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan

mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga

sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat

formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

mengikat (volledig en bindende bewijskracht);
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan telah

terbukti  menurut  hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah  terikat  dalam

perkawinan yang sah;; 

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai

cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan

mengenai  agama  dan  tempat  tinggal  Pemohon,  sehingga  sejalan  dengan

ketentuan  Pasal  165  HIR  bukti  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formal  dan

materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

(volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah ternyata terbukti bahwa

identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat

sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai persona standi in judicio

memiliki  legal  standing  sehingga  Pemohon  dapat  dinyatakan  sebagai  pihak

yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang,  bahwa  sesuai  dengan  Pasal  22  ayat  (2)  Peraturan

Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  Majelis  Hakim  perlu  mendapatkan

keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat  dengan suami

isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan

Termohon;  

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat

Pemohon  dan  atau  Termohon  sesuai  dengan  Pasal  22  ayat  (2)  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan

sudah  dewasa  serta  sudah  disumpah,  sehingga  memenuhi  syarat  formal

sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon mengenai hubungan

Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan

Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan

saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam
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Pasal  171  HIR  sehingga  keterangan  saksi  tersebut  memiliki  kekuatan

pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa  keterangan  2  saksi  Pemohon  bersesuaian  dan

cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi

tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Pemohon, terbukti fakta hukum

sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon sudah

tidak menuruti nasehat Pemohon sebagai suami;

3. Bahwa  antara  Pemohon  dan  Termohon  telah  berpisah  selama  2

(dua) tahun;

4. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak

lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;

5. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya,  tetapi

tidak berhasil;

Petitum Perceraian

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  tersebut  di  atas  dapat

disimpulkan  bahwa  antara  Pemohon  dan  Termohon  terus  menerus  terjadi

perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi

dalam rumah tangga; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  di  atas,  maka  Majelis

Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-

benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan

dan  pertengkaran  terus  menerus  yang  sudah  tidak  mungkin  lagi  untuk

dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga

yang  demikian  tidak  sejalan  dengan  maksud  dan  tujuan  perkawinan

sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
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Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  perlu  mengetengahkan  dalil  yang

terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

Artinya : “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah

Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang,  bahwa fakta  hukum tersebut  telah juga memenuhi  salah

satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  jo.  Pasal  19  huruf  f  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas  dan  Pemohon  belum  pernah  menjatuhkan  talak,  maka  petitum

permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal

118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan; 

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini  termasuk bidang

perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada

Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini; 

Amar Putusan;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap persidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; 

3. Memberi  izin  kepada  Pemohon  (PEMOHON)  untuk  menjatuhkan

talak  satu  raj'i  terhadap  Termohon  (TERMOHON)  di  depan  sidang

Pengadilan Agama Tuban;
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4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah

Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim

pada hari  Jumat tanggal 17 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9

Zulqaidah 1445 Hijriah, oleh kami Marwan, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis,

Slamet, S.Ag.,S.H., M.H dan Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES masing-

masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan hakim-

hakim anggota dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada

hari itu juga dengan dibantu oleh  Drs. H. Mat Busiril, M.H. sebagai Panitera

Pengganti,  dengan dihadiri  oleh  Kuasa Pemohon Tanpa hadirnya Termohon

dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi

Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

ttd

Marwan, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota

ttd

Slamet, S.Ag.,S.H., M.H

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H.,

M.HES

Panitera Pengganti,

ttd
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Drs. H. Mat Busiril, M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA  

1. PNBP Rp. 60.000,-
2. Biaya Proses Rp. 100.000,-
3. Panggilan Rp. 36.000,-
4. Biaya Sumpah Rp. 100.000,-
5. Meterai Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 306.000,-
(tiga ratus enam ribu rupiah)

Untuk salinan sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Tuban

(telah ditandatangani secara elektronik)

Zahri Muttaqin, S.Ag., M.HES

Catatan :

Salinan Putusan ini disampaikan melalui domisili elektronik Pemohon pada tanggal 17

Mei 2024 untuk memenuhi pasal 26 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 jo. Huruf C angka 7

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.
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